5.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1.

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 PERMEN BUMN Nomor PER-
02/MBU/2010 yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara
penghapusbukuan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang
harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penghapusbukuan
adalah sebagai berikut: 1) kajian legal terhadap aktiva tetap yang
akan dihapusbukukan; 2) kajian ekonomis yang akan diperoleh
BUMN terkait penghapusbukuan yang dilakukan; 3) alasan
dilakukannya penghapusbukuan; 4) perencanaan investasi terhadap
aktiva tetap BUMN yang akan dihapusbukukan; dan 5) dokumen
pendukung yang menjelaskan kondisi dari aktiva lengkap yang
dimaksud. Peneliti mengambil Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN sebagai contoh pelaksanaan
penghapusbukuan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, putusan

tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud.

Upaya penghapusbukuan dilakukan untuk menghapuskan tanah yang
dimaksud dari daftar aktiva tetap milik BUMN sehingga tanah
tersebut dapat kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
Oleh karena itu, apabila penghapusbukuan terhadap tanah HGU telah
dilaksanakan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam peraturan
yang berlaku, maka penghapusbukuan tersebut dapat dikatakan sah
dan tanah tersebut dapat kembali dikuasai oleh negara untuk
diredistribusikan kepada pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi

pemegang hak baru bagi tanah bekas HGU tersebut.

Program Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan

penataan akses. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 62
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Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria,
penataan aset meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset tanah.
Untuk dapat diredistribusikan kepada masyarakat sekitar, maka tanah
HGU yang dimaksud harus menjadi TORA. Contohnya pelaksanaan
penghapusbukuan yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN. Berdasarkan Pasal 1 Angka
(5) PERPRES Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dapat
disimpulkan bahwa tanah bekas HGU PTPN Il sudah memenuhi
kriteria tanah negara termasuk ke dalam kriteria TORA yang menjadi
objek dalam program Reforma Agraria. Karena apabila
penghapusbukuan yang dilakukan oleh PTPN Il sudah sah, maka
tanah tersebut kembali berstatus sebagai tanah negara dan siap untuk
diredistribusikan. Selain itu, melalui Pasal 4 PERPRES Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria kita juga dapat melihat bahwa tanah
bekas HGU PTPN Il dapat dikategorikan ke dalam TORA yang

berasal dari kawasan non hutan.

Namun harus kita perhatikan Ketika HGU yang dikuasai oleh suatu
pihak berakhir, tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan dari
bekas pemegang HGU. Hak keperdataan berkenaan dengan
hubungan hukum antara subjek dan tanahnya. Untuk
menghapuskannya bisa dengan cara memberikan ganti. Sebelum
dialihkan kepada pihak lain, maka hak keperdataan dari PTPN Il atas
tanah yang dimaksud harus dipastikan hapus terlebih dahulu.
Hapusnya hak keperdataan bisa dilakukan dengan cara pemberian
ganti kerugian terhadap tanaman dan benda-benda yang ada di
atasnya. Namun apabila bekas pemegang HGU sudah tidak
memerlukannya lagi, maka ganti kerugian yang dimaksud tidak
diperlukan lagi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
46/Pdt/2021/PT MDN, PTPN Il lebih memilih untuk melakukan
pelepasan tanah HGU kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

melalui cara hibah sehingga hubungan keperdataan antara PTPN 11
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dengan tanah yang bersangkutan dianggap sudah hapus. Karena
hubungan keperdataannya sudah hapus, maka redistribusi terhadap
tanah bekas HGU dapat dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif mengenai
permasalahan hukum yang ada dalam rumusan masalah, terdapat beberapa
saran yang hendak disampaikan oleh peneliti. Saran tersebut antara lain

adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan supaya data-data lain (selain yang bersifat
privat) yang dinilai memiliki sangkut paut dengan proses
penghapusbukuan dapat dibuka aksesnya kepada publik. Karena
selama melakukan penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan untuk
mengakses data-data yang dapat mendukung jalannya penelian.
Dalam arti lain, transparansi proses penghapusbukuan dirasa sangat
kurang. Kurangnya transparansi dapat memicu konflik antara pihak
masyarakat dan pihak penguasa. Misalnya demonstrasi yang kerap
kali terjadi di lapangan antara masyarakat sekitar dengan PTPN II.
Dimana pihak masyarakat merasa bahwa penghapusbukuan yang
dilakukan oleh PTPN 1l kurang terbuka sementara mereka merasa
berhak untuk mengetahui prosesnya karena tanah tersebut pada
akhirnya akan kembali menjadi tanah negara yang nantinya akan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kurangnya data-data dan
berita terkait progress penghapusbukuan ini sangat disayangkan
karena peneliti menganggap materi yang berkaitan sangat menarik
untuk diangkat sebagai penelitian dan dapat bermanfaat bagi

masyarakat luas.

2. Setelah dilakukan penghapusbukuan, tanah HGU akan mengalami

perubahan status menjadi tanah negara. Karena statusnya menjadi
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tanah negara, maka terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai
penerima Reforma Agraria dan memiliki hak untuk melakukan
penguasaan fisik sebaiknya melakukan pengajuan permohonan hak
kepada negara sesuai dengan peruntukannya. Kementerian ATR/BPN
juga diharapkan bijak dalam memiliki penerima Reforma Agraria
karena masih banyak petani dan golongan rakyat kecil lainnya yang
juga membutuhkan tanah tersebut untuk kemudian diberdayakan atau
digarap sebagai sarana penghasilan atau pemenuhan kebutuhan

sehari-hari.

Selain itu, sebelum dilakukan pengalihan hak antara bekas pemegang
hak dengan calon pemegang hak, alangkah baiknya dilakukan
kompromi terlebih dahulu antara kedua belah pihak untuk
menentukan pihak mana yang dirasa lebih berwenang untuk menjadi
pemegang hak selanjutnya. Sosialisasi atau pemberian pemahaman
terkait keputusan juga penting untuk dilakukan terutama terhadap
masyarakat sekitar untuk meredam atau menghindari potensi konflik
yang didasari kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi
Kementerian ATR/BPN selaku instansi pemerintah yang memiliki
kewenangan di bidang pertanahan harus menemukan solusi
bagaimana cara melindungi posisi petani dan masyarakat sekitar yang

memanfaatkan tanah bekas HGU untuk keperluan pertanian.
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